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Penelitian mengenai Pemeriksaan Tersangka Pelaku Tindak Pidana oleh Penyidik Polri di Polres Metro
Jakarta Selatan bertujuan untuk menunjukkan pelaksanaan pemeriksaan tersangka pelaku tindak pidana oleh
penyidik/penyidik pembantu Polri selaku aparat penegak hukum. Adapun permasalahan yang diteliti adalah
prosedur dan tatacara pemeriksaan terhadap tersangka pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh
penyidik/penyidik pembantu Polri yang ditunjuk selaku pemeriksa. Disamping itu diteliti juga faktor-faktor
yang mempengaruhi terhadap pel aksanaan pemeriksaan tersangka, bentuk-bentuk penyimpangan yang
terjadi serta mengapa hal itu terjadi, mekanisme pengawasan dan kontrol yang dilakukan serta pola-pola
perilaku yang terbentuk dalam proses pemeriksaan. Pemeriksaan tersangka adalah salah satu kegiatan dari
penyidikan suatu tindak pidanayang sangat bersentuhan dengan hak azas manusia oleh karenanya
pemeriksaan tersangka harus dilakukan sesuai ketentuanketentuan hukum yang berlaku yaitu hukum acara
pidana (KUHAP) yang menjadi dasar atau pedoman bagi aparat penegak hukum mulal dari tingkat
penyidikan, penuntutan, persidangan di Pengadilan, pelaksana putusan hakim dan penasehat hukum. Sebagai
penjabaran lebih lanjut, guna memberi pedoman bagi para penyidik/penyidik pembantu di lingkungan Polri,
Kapolri telah mengeluarkan Petunjuk Teknis tentang Pemeriksaan Tersangka dan Saksi yang berisi prosedur
dan tatacara dalam mel akukan pemeriksaan tersangka dan saksi oleh penyidik/penyidik pembantu.
Walaupun telah ada undang-undang yang mengaturnya bahkan telah ada pedoman yang secara teknis
mengatur masalah ini, temyata masih sgjaterjadi berbagai penyimpangan terhadap pelaksanaannya yang
sering dilansir oleh berbagai mass media baik media cetak maupun elektronik sebagai kekurangan mampun
Polri dalam melaksanakan profesinya. Dalam pemeriksaan tersangkaterjadi interaks antara pemeriksa dan
tersangka serta lingkungannya yang akan mempengaruhi terhadap proses pemeriksaan yang dilakukan.
Dalam proses interaksi tersebut terjadi tindakan-tindakan, perilaku-perilaku, sikap-sikap yang cenderung
sexing dilakukan karena dianggap dibolehkan dan dibenarkan sehingga cenderung membentuk pola-pola
perilaku tertentu yang secara langsung atau tidak langsung atau secara diam-diam disepakati sebagal pola
perilaku dan tindakan yang diterima dan dianggap biasa walaupun pada kenyataannya menyimpang dari
ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan pelanggaran terhadap hak azasi manusia. Pengetahuan dan
pengalaman yang dimiliki oleh penyidik/penyidik pembantu memberikan keyakinan kepada mereka bahwa
tersangkaterdiri dari berbagai macam lapisan masyarakat dengan motif, modus operandi, jenis kejahatan
yang dilakukan, status sosial, latar belakang ekonomi dan budaya yang berbeda yang dapat
dikategorisasikan atau digol ong-golongkan menurut aspek-aspek tersebut. Pengkategorisasian atau
penggolong-golongan yang berisikan sangkaan-sangkaan yang buruk tentang tersangka, merupakan
prasangka yang seringkali menimbulkan diskriminasi dan juga digunakan sebagai acuan bertindak dalam
memeriksa tersangka tersebut, walaupun tidak harus selalu demikian perwujudan tindakan-tindakannya.
Dalam tesisini telah ditunjukkan bahwa tindakan penyidik/penyidik pembantu yang ditunjuk selaku
pemeriksatersangka di Palres Metro Jakarta Selatan mengikuti acuan pedoman formal yaitu KUHAP dan
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Petunjuk Teknis Pemeriksaan Tersangka dan Saksi, aturan-aturan tidak tertulis yang ditetapkan Kapoires
dan Kasat Serse serta mengikuti pengetahuan, pengalaman dan keyakinan mereka mengenai
pengkategorisasian atau penggolongan tersangka. Telah dapat diidentifisir pula beberapa pola perilaku
penyidik yang terbentuk dan cenderung menyimpang dari ketentuanketentuan hukum yang berlaku
khususnya hukum acara pidana dan berakibat terjadinya pelanggaran terhadap hak azasi manusia.  Untuk
dapat melaksanakan penegakan hukum secara benar dan adil serta memberikan perlindungan terhadap hak
azasl manusia sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat, maka Polri hares dapat merubah dan
menghilangkan pola-pola perilaku yang negatif tersebut.



